BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Jalan Jendral Sudirman Nomor 51 Padang (25113)

SUMATERA BARAr

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

TERM OF REFERENCE (TOR)

KEGIATAN : PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH

LOKASI : SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DPA MURNI . Rp.50.172.810,-
TAHUN ANGGARAN

2026



KERANGKA ACUAN KERJA

OPD Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi
Sumatera Barat

Penanggung jawab : Kepala Biro Organisasi

Pelaksana Kegiatan : Sub Bagian Tata Usaha

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

Kegiatan :  Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah

Sub Kegiatan : 1.Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

2. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

A. LATAR BELAKANG

1.

DASAR PELAKSANAAN

a.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah;

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan
Jasa Pemerintah;

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan
Regional,;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tantang Tata Cara
Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban
Bendahara serta Penyampaiannya;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2019
Tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi
dan Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;



k. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang

Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Kilasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja
Perangkat Daerah;

. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 050-36-2025 tentang

Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat
Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

n. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026.

2. TUJUAN

Tertib penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah.

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

1.

Uraian Kegiatan :

a. Menyediakan jasa pelayanan umum kantor.
b. Menyediakan jasa surat menyurat.

2. Tujuan Kegiatan :

a. Tersedianya jasa tenaga pelayanan umum kantor.
b. Tersedianya jasa surat menyurat.

C. WAKTU PELAKSANAAN
1 Januari s.d 31 Desember 2026.

D. HASIL YANG DIHARAPKAN

1.
2.

w

Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor sebanyak 1 laporan.
Tersedianya jasa tenaga pelayanan umum yang menunjang operasional
perkantoran 1 (satu) orang, selama 14 bulan.

Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat sebanyak 1 laporan.
Tersedianya jasa surat menyurat 200 (dua ratus) buah materai, Biaya
Pengiriman 20 Kali, selama 12 bulan.

E. BESARNYA TOTAL PERKIRAAN BIAYA

Pembiayaan kegiatan ini dibebankan pada APBD Provinsi Sumatera Barat pada
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub
Kegiatan :



1. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor, alokasi anggaran sebesar Rp.
48.172.810,-
2. Penyediaan jasa surat menyurat, alokasi anggaran sebesar Rp. 2.000.000,-

Total alokasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 50.172.810,-.

F. KESIMPULAN

Tercapainya persentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah
sebesar 100%, sehingga diharapkan dapat mendukung capaian indikator
kegiatan, yaitu persentase ketercapaian penunjang urusan Pemerintah Daerah
sebesar 100%.

Demikian KAK (Kerangka Acuan Kerja) ini disusun sebagai pedoman dalam
pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran berkenaan.

Padang, Desember 2025
Kuasa Pengguna Anggaran PPTK
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NIP. 19700208 199503 2 003 NIP. 19840804 200804 1 001




